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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan yang begitu pesat di bidang pengetahuan dan teknologi telah 

mendorong pula perkembangan beragam macam kejahatan yang dilakukan oleh 

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kejahatan dalam suatu wilayah Negara 

maupun lintas batas wilayah Negara juga semakin berkembang, diantaranya illegal 

loging, perdagangan obat-obatan terlarang, penyelundupan barang, penyelundupan 

tenaga keija, terorisme, penyuapan, korupsi dan kejahatan-kejahatan kerah putih 

lainnya. Tindak kejahatan ini umumnya melibatkan dan menghasilkan uang dalam 

jumlah yang besar. Lalu uang hasil kejahatan tersebut dimasukkan ke dalam sistem 

keuangan (fmancial system), terutama ke dalam sistem perbankan. Dengan demikian 

asal usul harta kekayaan tersebut tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Modus 

inilah yang disebut dengan pencucian uang {Money Laundering)\

Secara umum dapat dijelaskan, bahwa aktifitas pencucian uang merupakan 

suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas 

hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organization crime, maupun 

individu yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tergolong ke dalam kejahatan 

kerah putih (white collar crime), dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan

wwwJjLgojd. Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang; diakses tanggal 20
Pebruari 2006

1
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asal usul uang yang berasal dari tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan 

seolah-olah sebagai uang yang sah atau legal.2

Pada dasarnya Money laundering berbeda dengan kejahatan lain. Money 

laundering itu kejahatan ganda. Ada kejahatan inti dan ada money laundering yang 

sebenarnya merupakan kejahatan lanjutan. Undang-undang No. 25 Tahun 2003 

menyebutkan ada 23 bentuk kejahatan ditambah semua kejahatan yang ancaman 

pidananya empat tahun ke atas. Jadi, kalau dilakukan suatu proses atas hasil kejahatan 

dari kejahatan inti, apakah itu menghibahkan, memindahkan, memanfaatkan hasil 

kejahatan melalui lembaga keuangan bank atau nonbank, itu namanya money 

laundering, sepintas sama seperti penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP. 

Kalau Pasal 480 KUHP, dianggap suatu kejahatan apabila orang dianggap menerima 

hasil kejahatan. Jadi, yang dipidana adalah orang yang menerima. Sementara untuk 

money laundering, pelaku money laundering yang sebenarnya dia melakukan 

kejahatan inti, misalnya korupsi, kemudian dia mencuci hasil kejahatannya.

Indonesia sendiri sebenarnya terlambat menyusun undang-undang anti 

pencucian uang tersebut, sebab seharusnya Indonesia sudah mengundangkan undang- 

undang tersebut sejak Indonesia meratifikasi convention for narcotics and 

Psychotropics Substancies PBB pada tahun 1988. Konvensi itu antara lain

mewajibkan negara yang sudah menandatangani untuk segera meratifikasi dan

2 Yunus Hussein, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di 
Indonesia” Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan 
Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta 5-6 mei 2004, hal 45

3 Harian Kompas, kamis tanggal 30 Oktober 2003, hal 12
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membuat undang-undang di negaranya. Indonesia meratifikasi konvensi tersebut 

tahun 1997, jadi secara moral semestinya sudah menyiapkan UU pencucian uang 

sejak saat itu. Namun Indonesia baru tergesa-gesa menyusun UU setelah tahun 2001 

dimasukkan ke dalam daftar negara tak kooperatif dalam membasmi kejahatan atau 

NCCT (non-cooperative countries and territories'f bersama ke-19 negara lainnya 

• oleh Financial Aciion Task Force (FATF)5’

FATF sendiri beranggapan bahwa Indonesia tidak memiliki rezim anti 

pencucian uang, karena semula tidak memiliki perangkat undang-undangnya dan 

menganggap Indonesia belum patut untuk dapat masuk ke dalam pergaulan antar 

bangsa. Menurut FATF Indonesia juga adalah salah satu sumber sekaligus muara

kegiatan money laundering sehingga Indonesia dimasukkan ke dalam salah satu

Negara tak kooperatif dalam membasmi kejahatan atau NCCT {non-cooperative

countries and territories) tepatnya pada tanggal 22 Juni 2001.

Walaupun Indonesia bukan anggota FATF, namun anggota FATF adalah 

Negara-negara maju, yang dalam kawasan Asia misalnya Jepang, Singapura dan 

Hongkong, dimana Negara-negara tersebut memilki kekuatan ekonomi yang kuat. 

Apabila Indonesia tindak tunduk pada peraturan FATF, FATF tidak akan

4 Makalah pada Lokakarya Terbatas tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang 
diselenggarakan Center for Legal Studies keijasama dengan Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Graha 
Niaga, Jakarta, 5 dan 6 Mei 2004.

FATF adalah suatu badan Internasional di luar PBB yang anggotanya terdiri dari negara 
donor dan fungsinya sebagi satuan tugas dalam pemberantasan pencucian uang. FATF ini sangat 
disegani selain karena keanggotaanya, juga terbukti lembaga ini mempunyai komitmen yang serius 
untuk memberantas pencucian uang. Keberadaan FATF berwibawa karena antar FATF dan OECD ( 
Organization for Economic Cooperation Development\ menjalin hubungan yang sangat baik dalam 
hal tukar menukar informasi berkaitan dengan masalh korupsi dan pencucian uang pada negara-negara 
yang akan mendapat bantuan dana. ibid.

1
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memberikan hukuman kepada Indonesia, namun FATF akan melarang anggota- 

anggotanya untuk melakukan bisnis keuangan dengan Indonesia. Tentu saja ini 

berdampak sangat buruk bagi perekonomian di Indonesia karena akan terisolir dari 

sistem keuangan Internasional.

Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi dimana tidak terdapat 

satupun perbankan internasional yang mau melakukan transaksi bisnis dengan 

perbankan Indonesia, dengan alasan tidak ada kepercayaan kepada Indonesia. 

Konkretnya dalam hal permasalahan Letter Of Credit (L/C). Dalam hal melakukan

ekspor impor, sistem pembayaran yang lazim digunakan adalah dengan menggunakan 

L/C6. Apabila pembayaran dengan L/C tersebut tidak diterima, maka mau tidak mau

pembayaran harus dilakukan secara tunai dan biaya yang dikeluarkan akan lebih

mahal.

Setelah Indonesia masuk ke dalam daftar hitam NCCT (non-cooperative 

countries and territories), tersebut membuat pemerintah segera mempersiapkan RUU 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian lahirlah Undang- 

undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 25 tahun 

2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Perubahan Undang-undang ini bukan 

tanpa alasan, karena Undang-Undang No. 15 tahun 2002 masih dianggap 

mengandung beberapa kelemahan, antara lain:

6 Zulkamaen Sitompul, "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang' 
Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis 
Lainnya, Jakarta 5-6 mei 2004. hal 5.
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(i) batasan (threshold) Rp. 500 juta pada definisi hasil kejahatan, (ii) 
terbatasnya jumlah predicat offenses (iii) jangka waktu penyampaian laporan 
transaksi keuangan mencurigakan oleh penyedia jasa keuangan selama 14 hari 
sejak transaksi diketahui dinilai terlalu lama, (v) belum adanya ketentuan anti 
tipping-off, (vi) Kerjasama Internasional belum diatur secara rinci .

Oleh karena itulah UU No. 15 tahun 2002 ini diamandemen menjadi UU No.

25 tahun 2003.

Sebagai wujud keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantas TPPU 

atau Money Laundering di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. 

Pemerintah Indonesia kemudian membentuk suatu lembaga khusus untuk menangani

masalah TPPU atau money laundering yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan (PPATK) yang beoperasi secara penuh pada tanggal 17 Oktober 2003.

Akhirnya pada tanggal 11 Pebruari 2005, melalui sidangnya di Paris, FATF

resmi memutuskan untuk mengeluarkan Indonesia dari “daftar hitam”negara-negara 

yang tidak kooperatif dalam menangani tindak pidana pencucian uang (.Non 

Cooperative Countries and Territorries/NCCT).8 Indonesia berada di dalam daftar 'ni 

sejak tahun 2001. Keberhasilan ini patut meyakinkan kalangan internasional akan 

komitmen tinggi Indonesia dalam memerangi, memantau dan mencegah tindak 

pidana keuangan. Pada akhirnya, hal ini akan meningkatkan investasi dan lapangan 

kerja, serta tercapainya tingkat kemakmuran Indonesia. Namun demikian, keluarnya 

Indonesia dari daftar NCCT tersebut bukan berarti bahwa Indonesia tidak perlu 

meningkatkan upayanya memberantas tindak pidana pencucian uang, melainkan

7 Yunus Husein, Op Cit, hal 43*44
jjapepam.go.id. “Pengarahan Anti Moeney Lctudering oleh PPA TK-Bcipepam" 

Diakses tanggal 6 April 2006
WWW
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justru harus meningkatkan komitmennya agar tidak kembali masuk dalam daftar 

NCCT di kemudian hari.

Dari perspektif lain, keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantas 

Tindak Pidana Pencucian uang terlihat pada bagaimana rezim anti money laundering 

yang ada di Indonesia menyelesaikan kasus-kasus yang ada sebagai contoh, kasus 

Bank BNI cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan senilai Rp. 1,7 Triliun9 dan kasus 

kredit macet Bank Mandiri yang masih dalam tahap penyidikan yang akan diarahkan 

ke daiam Tindak Pidana Pencucian Uang, serta masih banyak lagi kasus lainnya.10

Penyelesaian tindak pidana telah diatur dalam undang-undang dan peraturan 

lain. Peraturan dalam undang-undang ini menurut teori kebijakan hukum pidana 

merupakan penegakan hukum pada tahap formulasi atau kebijakan legislatif. Tahap- 

tahap penegakan hukum yaitu:

1. Tahap Formulasi

2. Tahap Aplikasi

3. Tahap Eksekusi

Penegakan hukum pidana pada tahap formulasi terhadap tindak pidana 

pencucian uang11 diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana

9 Tabloid Dwimingguan Investigasi, “Mengungkap Korupsi Direksi BNIf' tanggal 13-26 
Maret 2006, hal 6-11

10 www,kaltimpo$,com. “Terancam UU Pencucian uang", diakses pada hari Sabtu tanggal 25
Febuari 2005

11 Dalam Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Pencucian uang, yang dimaksud dengan 
Pencucian Uang adalah Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, 
menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan 
lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana 
dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah- 
olah menjadi harta kekayaan yang sah.
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telah di ubah menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, dan berdasarkan 

ketentuan Undang-Undang tersebut, pencucian uang itu termasuk ke dalam tindak 

pidana hal ini disebabkan karena pencucian uang itu memberikan dampak negatif 

antara lain12: hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak, membuat 

ekonomi negara jadi tidak stabil, membuat hilangnya kendali pemerintah terhadap 

kebijakan ekonominya serta merusak reputasi negara. Oleh karena itulah maka tindak 

pidana pencucian uang itu harus diselesaikan melalui ketentuan pidana.

Memperhatikan tindak pidana pencucian uang itu ada korelasinya dengan 

kejahatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun

2003, maka perlu melakukan penelitian dengan judul : “TINJAUAN TERHADAP

PENYELESAIAN MASALAH PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)

MELALUI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA”.

B. Perumusan Masalah

Memperhatikan kembali uraian dalam alasan pemilihan judul tersebut di atas, 

maka penulis akan mengambil pokok permasalahan, yang akan dicari jawabannya 

yaitu : Bagaimanakah kebijakan hukum pidana menyelesaikan masalah Pencucian 

Uang (Money Laudering) di Indonesia menurut UU No. 25 Tahun 2003 ?

12 Sutan Remi Syaideiny, Pencucian Uang: Pengertian, sejarah. Faktor-faktor Penyebab dan 
Dampaknya Bagi Masyarakat. Jurnal Hukum Bisnis. Volume 22- No. 3 tahun 2003, hal. 12-17



8

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui 

bagaimanakah kebijakan hukum pidana menyelesaikan kasus-kasus Tindak Pidana 

Pencucian uang di Indonesia.

D. Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis

maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta menambah

pengetahuan dalam bidang hukum Tindak Pidana Pencucian uang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan/pedoman 

serta sumbangan pemikiran bagi para mahasiswa pada fakultas hukum, para dosen 

maupun bagi masyarakat awam khususnya pengetahuan di bidang tindak pidana

pencucian uang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif analitis dan pendekatan yuridis normatif yang dimaksudkan untuk
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menerangkan atau menggambarkan masalah yang menjadi objek penelitian 

dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitataif yang 

bersumber pada data skunder melalui study pustaka yaitu data yang 

bersumber dari bahan hukum dan study dokumen.

F. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

didasarkan pada jenis data sekunder melalui studi pustaka dan dokumentasi yaitu

dengan cara melakukan pengumpulan dan penulusuran literatur dan analisis terhadap

sumber-sumber bahan hukum yang menunjang dalam penulisan skripsi ini.

\. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang

terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang

berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini seperti Undang-undang No.

. 15 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 25 tahun 2003, Undang-undang 

No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana. 

UU No. 7 tahun 1992 sebgaiman telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan dan UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank 

Indonesia.
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2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu Yurisprudensi, doktrin serta asas - asas hukum

3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, indeks

dan ensiklopedia serta buku-buku literatur.

Selain dari study pustaka melalui bahan hukum akan diperoleh dengan

melakukan wawancara bersifat konsultasi untuk memperoleh data dan pemahaman

yang mendalam terhadap kebijakan criminal, komnsultasi akan dilakukan baik

kepada akademisi maupun praktisi.

G. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum yang akan dianalisis secara 

deskriptif kwalintatif, yaitu suatu bentuk pengolahan data yang awalnya panjang lebar 

kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis, selanjutnya diambil 

kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.
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